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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas 

perlindungan dan berkat-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sorong dapat terlaksana dan menghasilkan dokumen untuk acuan 

pelaksanaan pembangunan Sekretariat Daerah selama empat tahun kedepan (2023-

2026). 

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis merupakan suatu kewajiban 

dan langkah awal bagi setiap instansi pemerintah dalam pelaksanaan Sistem 

Perencanaan dan Pembangunan, Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang barbasis kinerja sebagai 

komitmen Sekretariat Daerah  Kabupaten  Sorong dalam mewujudkan tata kelola 

kepemerintahan yang amanah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. 

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 

2023-2026 disusun berdasarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan 

sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan 

daerah,  tata  cara  evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana 

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah 

daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, 

rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja  pemerintah 

daerah, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) masa transisi 

Tahun 2023-2026, namun demikian dalam penyusunan dan penetapan dokumen 

Renstra ini belum mencapai kesempurnaan, oleh karena itu sangat diharapkan  adanya  

masukan  dan  saran perbaikan untuk penyempurnaan. 



 

ii  

 

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan 

dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan 

perkembangan pembangunan di Kabupaten Sorong pada umumnya dan dalam 

meningkatkan  kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong di masa yang akan datang 

pada khususnya. 

Aimas, 2023 

SEKRETARIS DAERAH, 

 

 

CLIEF A. JAPSENANG, S.Sos., M.Si  

PEMBINA UTAMA MUDA 

NIP. 1950427 198603 1 001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

 

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong 

tahun 2023-2026, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang 

mengamanatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki 

Rencana Strategi (Renstra OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra OPD disusun untuk mewujudkan 

capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD. 

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 

merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional dan 

merupakan penjabaran teknis dari RPD Transisi Kabupaten Sorong Tahun 2023-

2026. 

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong adalah dengan 

mengacu pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, disamping itu juga 

mengacu pada berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah Kabupaten 

Sorong dengan tujuan untuk menjamin terciptanya sinergitas dan sinkronisasi 

program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar 

satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksanan utama dengan 

dukungan unsur steakholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha 

dalam mengimplementasikan RPD Transisi Kabupaten Sorong untuk kurun 

waktu empat tahun ke depan sampai dengan dilantiknya pejabat kepala daerah 

yang baru. 

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang 

ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang dan kendala-kendala yang dihadapi atau 

mungkin timbul.  

Proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah secara garis besar 

adalah diawali dengan Persiapan penyusunan rancangan keputusan kepala Perangkat 

Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, Orientasi 

mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja 

Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan 

daerah. Setelah persiapan dilanjutkan tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat 

Daerah yang berisi perumusan substansi dan penyajian / penuangan hasil perumusan 
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substansi ke dalam sistematika dokumen. Dengan demikian Renstra adalah suatu 

dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka 

menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi Sekrertariat Daerah serta diikuti dengan 

memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. 

 

 
Gambar 0.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah 

 

Renstra Sekretrariat Daerah tahun 2023-2026 mengandung Tujuan, 

Sasaran dan Program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang 

diinginkan dan dapat dicapai, oleh karena itu Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sorong perlu merumuskan dan menyusun Renstra ini dengan cara mengikut 

sertakan unsur - unsur Asisten dan Bagian di lingkup Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sorong yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi kenyataan 

dikemudian hari. 

Renstra yang disusun ini adalah rencana strategis yang mengacu pada 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Transisi berkaitan dengan Pemilihan 

Umum Serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dimana intinya adalah 

meneruskan atau melengkapi capaian-capaian kinerja kepala daerah yang belum 

tercapai pada masa jabatan lima tahun sebelumnya. 
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Gambar 0.2 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

 
 
 

1.2. Landasan Hukum 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten 

Sorong Tahun 2023-2026 dengan didasarkan pada ketentuan peraturan 

perundangan-undangan sebagai berikut: 

1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten Sorong; 

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4287); 

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
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Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

7) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

8) Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);Undang – Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

9) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140); 

11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614)  

12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan pemerinrtah Daerah Nomor 13 Tahun2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 
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Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam rangka Mendukung Kebijakan keuangan Negara 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional, beserta 

perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program 

Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan 

Negara Untuk Penangan Pandemi  Corona Virus Disease-19 (COVID-19) dan/atau 

Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Naisonal dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelemmatan Ekonomi Nasional Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6542; 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran 

PenataanRuang (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

17) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan 

Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6730); 

18) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, 

Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka 

pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6731); 

19) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahunj 2014 tentang Peraturan Pelaksabnaan 

Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

20) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentan Satu Data Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); 

21) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 10); 

22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara 

Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembanguna Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 



 

7  

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan 

Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 459); 

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar 

Pelayan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomeklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447); 

26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 288); 

27) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

28) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentgang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah; 

29) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2022; 

30) Peraturan Daerah Provinsi papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2000 

31) Peraturan Daerah Provinsi papua Barat Nomor Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2032 

32) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033. 

33) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025. 

34) Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Barat.Maksud dan Tujua 

35) Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sorong 2012-2032. 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

 

Adapun Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat  ini adalah: 

a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah untuk 

mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah selaku unsur Pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sorong; 

b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Sekretariat Daerah serta para pihak terkait dalam upaya 

peningkatan kinerja pembangunan selaku unsur pemerintahan di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Sorong;  

c. Menjadi acuan kerja resmi untuk evaluasi dan penilaian kinerja Sekretariat Daerah. 

1.4. Sistematika Penulisan 

 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2023- 2026 

disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sorong, landasan hukum penyusunan, maksud dan 

tujuan penyusunan serta sistematika penulisan. 

BAB II :   GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG 

Bab ini berisi uraian tentang kedudukan tugas pokok, fungsi dan struktur    

organisasi,  sumber   daya aparatur   pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sorong serta Kinerja pelayanan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sorong. 

BAB III :  PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN 

FUNGSI 

Bab ini menguraikan Identifikasi  permasalahan  berdasarkan  pada 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, penentuan isu-isu strategis. 

BAB IV :  TUJUAN DAN SASARAN 

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah 

Kabupaten Sorong. 

BAB V :  STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat 

daerah dalam 4 (empat) tahun mendatang. 

BAB VI :  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

 Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran 

dan pendanaan indikatif yang merujuk pada setiap tujuan dan sasaran yang hendak 
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dicapai. 

    BAB VII  :  KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Bab ini memuat indikator kinerja yang menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sorong dalam kurun 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen 

mendukung tujuan dan sasaran Kabupaten Sorong. 

 

BAB VII : PENUTUP 

LAPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
 

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG 

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

 

Pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong 

ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 

Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 

Sorong yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong  (Perda 

terlampir). 

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang 

Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah  dan  bertanggungjawab  kepada 

Bupati. Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi  serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong diatur dalam Peraturan Bupati Sorong 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang sebelumnya 

berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta  Tata  Kerja Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sorong (Perbup terlampir). 

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan 

tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban yang 

cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil 

yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati 

dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Untuk melaksanakan tugas 

sebagaimana tersebut di atas Sekretaris Daerah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada 

instansi Daerah; dan 
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e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas 

dan fungsinya. 

 
 
 
 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong berdasarkan 

Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2020, terdiri atas: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari; 

1. Bagian Pemerintahan membawahi: 

a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; 

b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan; dan 

c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah Otomi Khusus 

2. Bagian Kesejahteraaan Rakyat membawahi: 

a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual; 

b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial; dan 

c) Sub Bagian Kesejahteraan Maysarakat 

 

3. Bagian Hukum membawahi: 

a) Sub Bagian Perundang-Undangan; 

b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 

c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi. 

 

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi; 

1. Bagian Sumber Daya Alam mebawahi: 

a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD 

b) Sub Bagian Perekonomian; dan 

c) Sub Bagian Sumber Daya Alam. 

 

2. Bagian Administrasi Pembangunan membawahi: 

a) Sub Bagian Penyusunan Program; 

b) Sub Bagian Pengendalian Program; dan 

c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

d. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa membawahi: 

a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; 

b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan 

c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. 
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e. Asisten Administrasi Umum terdiri dari; 

1. Bagian Umum membawahi: 

a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian; 

b) Sub Bagian Keuangan; dan 

c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan. 

 

2. Bagian Organisasi membawahi: 

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan; 

b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana; dan 

c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi. 

 

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan membawahi: 

a) Sub Bagian Protokol; 

b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan; dan 

c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan. 

 

f. Kelompok Jabatan Fungsional
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Tabel 2.1. Bagan Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong 
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2.2. Sumber Daya Aparatur 

 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong memiliki SDM yang cukup beragam. 

Jumlah SDM/PNS Sekretariat Daerah per 29 Juni 2022 sebanyak 

107 orang, terdiri dari 76 orang atau 71,02% Laki-laki dan 31 orang atau  28,97% 

Perempuan.  

 

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah terdiri dari 

jenjang pendidikan SD sebanyak 6 orang atau 5,60%, SLTP tidak ada, SLTA 

sebanyak 33 orang atau 30,84%, D-III sebanyak 8 orang atau 7,48%, S1 sebanyak 

28 orang atau 26,17% dan S2 sebanyak 24 orang atau 22,42%, dan untuk S3 

sebanyak 2 orang 1,87%. 
 

 

No Keterangan SD SMP SMA Diploma S1 S2 S3 JML 

1 
Pendidikan 

Formal 
6 0 33 8 28 24 2 107 

2 Laki-laki 6          0 21 3 18 18 1 76 

3 Perempuan 0 0 12 5 10 6 1 31 

 

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022 berdasarkan tingkat pendidikan 

 

Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM yang perlu diperbaiki 

kedepan utamanya untuk jenjang Pendidikan SD yang masih tersisa 6 orang, dengan 

stategi diuprade yang dapat bekerja sama dengan dinas terkait. 

Hal tersebut berkenaan dengan kebijakan nasioanal untuk syarat jabatan minimal 

Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan untuk porporsi penyebarannya dapat 

dilihat pada grafik  berikut:   
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Grafik 2.1. Penyebaran Pesentase Berdasrkan Tingkat Pendidikan 

 

 

 

Sekretariat Daerah untuk sebaran jabatan esselon dapat dilihat pada gambar grafik dibawah 

ini, dimana untuk jabatan esselon IV komposisi perbandingan antara perempuan 13 orang 

dan laki-laki cukup berimbang yakni 13 laki-laki, pada esselon III perempuan masih 1 orang, 

dan laki-laki 6. Sedangkan pada esselon II, terdapat 2 perempuan dan 6 Laki- Laki, dengan 

grafik sebagai berikut: 

Grafik 2.2 

Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural 

 
 

 

2.3. Kinerja Pelayanan 

 

Kinerja pelayanan sekretariat daerah berdasarkan tugas pokok  dan  

fungsi dapat dibagi kedalam tiga peran utama, yaitu: 
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1. Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan 

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani  Sekretariat  Daerah 

merupakan unit kerja penentu  dalam  menyusun  dan merumuskan kebijakan 

pembangunan daerah,  administrasi pemerintahan, kemasyarakatan, 

pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana/prasarana pemerintah 

daerah yang diimplementasikan ke dalam rencana strategis sekretariat 

daerah. 

Kebijakan yang diberikan mempunyai dampak bagi perangkat daerah lainnya baik 

Dinas, Badan maupun Kesekretariatan lainnya, dalam rangka pencapaian kinerja 

permerintah dalam mencapai tujuan. 

 

2. Pelayanan sebagai koordinator pembangunan daerah 

Pelayanan sebagai koordinator perumusan kebijakan pembangunan daerah, 

Sekretariat Daerah telah  melaksanakan  berbagai  peran koordinatif yang 

melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka perencanaan 

pembangunan daerah. 

Fungsi pelayanan singkroniasi proses bisnis lintas OPD yang perlu diwadahi 

guna mempertemukan proses bisnis yang saling berhubungan dalam 

membangun daerah agar lebih efektif dan produktif. 

 

3. Pelayanan Administrasi 

Sekretariat Daerah melakukan kajian, telaahan, evaluasi kebijakan, serta 

penyediaan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam rangka 

penyusunan kebijakan pembangunan daerah dan  pelayanan  administrative  

kepada OPD dilingkup pemerintah daerah. 

 

Untuk capaian kinerja yang telah berhasil dicapai hingga akhir tahun 2022 

dapat dilhat pada table berikut: 

 

Tabel. 2.3  Capaian Kinerja Sekretariat Daeraha Kabupaten Sorong Tahun 2022 

NO Sasaran Indikotor Sasaran Capaian Kinerja 

1. Meningkatnya Kinerja 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Nilai LPPD                 

NA 

  Persentase paket 

pengadaan yang 

 

96% 
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NO Sasaran Indikotor Sasaran Capaian Kinerja 

dilaksanakan 

2. Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesejahteraan Sosial 

Presentase Pelayanan 

Kesejahteraan Rakyat 

yang dilaksanakan 

sesuai rencana 

 

99% 

3. Terwujudnya 

Sinkronisasi Produk 

Hukum Yang Sesuai 

Dengan Peraturan 

Perundang– 

Undangan 

Presentase produk 

hukum daerah yang 

sinkron dengan 

peraturan 

perundangundangan 

 

80% 

4. Meningkatnya 

Kualitas Koordinasi 

dan Fasilitasi Bidang 

Pembangunan 

Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam 

Presentase koordinasi 

dan fasilitasi yang 

dilaksanakan sesuai 

rencana 

 

 

90% 

5. Meningkatnya 

Pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

Indeks reformasi 

birokrasi 

 

90% 

Nilai AKIP 100% 

6 Terwujudnya 

Pelaksanaan Protokol 

dan Komunikasi 

Pimpinan 

Presentase 

pelaksanaan protokol 

dan komunikasi 

pimpinan yang 

dilaksanakan 

 

 

100% 

 Meningkatnya 

Kualitas Pelayanan 

Sekretariat Daerah 

Indeks kepuasan 

masyarakat 

100% 

 

2.4. Tantangan Dan Peluang Pelayanan 

 

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisa  SWOT  terhadap  pelayanan, 

perkiraan besaran kebutuhan pelayanan,  dan  lokasi  pengembangan pelayanan 

yang dibutuhkan sekretariat daerah selama lima tahun mendatang. 

Dalam menghadapi tantangan dan peluang secara eksternal, Sekretariat 

Daerah Kabupaten Sorong mengidentifikasi faktor  internalnya  seperti kekuatan 

dan kelemahan organisasinya.  
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Kekuatan sekretariat daerah adalah : 

1. Tujuan dan Sasaran organisasi yang jelas; 

2. Adanya dukungan dana yang cukup; 

3. SDM yang cukup memadai dari segi jumlah (kuantitas); 

4. Struktur organisasi yang jelas; dan  

5. Adanya landasan hukum yang mengatur kewenangan. 

 

Sedangkan kelemahan yang ada di sekretariat daerah adalah : 

1. Masih kurangnya koordinasi pada tingkat antar bagian; 

2. Volume pekerjaan dan beban kerja yang tidak seimbang atau tidak merata di 

setiap bagian; 

3. Kurangnya pengawasan dan disiplin pegawai; 

4. Rendahnya pemahaman Tugas dan Fungsi pada bagian tertentu; 

5. Sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan 

tugas. 

Munculnya peluang diberbagai sektor akan menjadi suatu tantangan  

yang dihadapi dan dijawab dalam pengembangan pelayanan  sekretariat  

daerah, meliputi: 

1. Krisis keuangan global pasca pandemic covid-19; 

2. Pengendalian Inflasi Daerah  

3. Belum  optimalnya  ketersediaan  sistem  informasi  data   untuk memberikan 

informasi program pembangunan Pemerintah Kabupaten; 

4. Krisis multi dimensi dalam masyarakat; 

5. Sektor perbankan belum mampu menjamin alokasi dana yang memadai 

untuk mendanai proposal-proposal investasi yang diajukan, terutama oleh 

sektor riil dan sektor usaha kecil dan menengah (UKM). 

Berdasarkan analisa eksternal yang  dilakukan,  maka  peluang  yang 

dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan 

sekretariat daerah, meliputi: 

1. Adanya pelimpahan urusan kepada pemerintah daerah; 

2. Dukungan  lokasi   kabupaten   Sorong   yang   strategis    bagi pengembangan 

sektor transportasi, pariwisata, perdagangan dan  pendidikan serta jasa 

lainnya dalam hal ini adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); 

3. Berkembangnya sarana komunikasi global memberikan peluang dalam 

promosi potensi dan produk unggulan daerah;  

4. Sebagai Kabupaten Induk di wilayah Sorong Raya, yang dapat 

menjadi rujukan bagi kabupaten-kabupaten pemerkeran dan 

Dukungan serta partisipasi peran masyarakat 
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BAB III  

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

 

Analisis isu-isu strategis ini merupakan bagian penting dalam dokumen 

Rencana Strategis karena menjadi dasar pemikiran dalam penajaman dan 

penyelarasan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Uraian permasalahan 

pembangunan yang mengawali bagi analisis isu-isu strategis ini, dimaksudkan 

sebagai acuan untuk merumuskan isu-isu strategis yang akan menentukan 

kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam kurun waktu Tahun 2022-

2026. 

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan 

program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu 

harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual 

dihadapi dalam pembangunan. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang akan diangkat adalah: 

1. Cakupan masalah yang luas. 

2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa yang datang 

dan berdampak negatif. 

3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta 

sinergitas berbagai pihak. 

 
Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Sekretariat 

Daerah yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan  Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan 

pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan pada kebijakan, program dan 

kebutuhan teknis operasional pada kegiatan.  

 

Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan 

sebagai berikut : 

 

1. Belum optimalnya manajemen ASN dalam rangka peningkatkan kualitas 
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kinerja dan menciptakan budaya kerja positif yang kondusif bagi 

terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta 

mampu memberikan pelayanan yang berkualitas 

2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang 

terintegrasi masih perlu ditingkatkan. 

3. Dalam Peningkatan Pelayanan Pemerintahan khususnya pelayanan publik 

yang berbasis elektronik belum optimal. 

 

Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat 

Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut : 

1. Tata kelola pemerintahan yang belum efektif, efisien dan akuntabel; 

2. Sistem tata kelola administrasi pemerintahan kampung yang belum optimal; 

3. Kapasitas SDM pamong kampung yang masih perlu ditingkatkan; 

4. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kampung; 

5. Peran pemerintah kampung dalam memberdayakan masyarakat masih 

belum optimal; 

6. Penyusunan produk hukum daerah yang harus sesuai dengan  kondisi  

daerah dan peraturan perundang-undangan yang diatasnya; 

7. Kesadaran hukum aparatur dan  masyarakat  terhadap  hukum  masih perlu 

ditingkatkan; 

8. Pelaksanaan pekerjaan yang belum sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan; 

9. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang 

dinamis; 

10. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan potensi 

daerah yang terbaru masih sulit didapatkan; 

11. Keterbatasan sumber daya (modal, SDM) dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah; 

12. Belum optimalnya PAD; 

13. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan 

globlal; 

14. Kapasitas SDM komunikasi dan informasi perlu ditingkatkan; 

15. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan; 

16. Kelembagaan yang belum efektif dan efisien; 

17. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten dan 

Staf Ahli Bupati;  
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18. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung  pelaksanaan tugas 

di lingkungan Sekretariat Daerah; dan 

19. Penyelenggaraan yang harus sesuai dengan standar keprotokolan. 

 

Permasalahan teknis   operasional   kegiatan yang   dapat diidentifikasi dari 

pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut : 

1. Perlunya dokumen penetapan kinerja dari tingkat pimpinan 

tertinggi; 

2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

3. Belum adanya database  kekayaan  kampung yang akuntabel; 

4. Data dan informasi monografi desa yang belum optimal 

5. Pemahaman pamong desa tentang aturan perundang-undangan tentang 

keuangan masih belum optimal; 

6. Peningkatan kualitas SDM BPD yang belum optimal; 

7. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal; 

8. Belum adanya pemahaman yang sama terkait dengan peraturan 

perundangundangan tentang pengadaan barang dan jasa dalam lingkup 

otonomi khusus; 

9. Data dan informasi  yang berhubungan dengan perekonomian dan 

pembinaan potensi daerah masih belum optimal; 

10. Belum semua SKPD memahami mekanisme kerjasama daerah; 

11. Kinerja BUMD yang belum optimal; 

12. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM 

dengan pelaku UMKM; 

13. Informasi yang diberitakan oleh mass media kurang berimbang; 

14. Sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat kurang optimal; 

15. Pelayanan informasi pada badan publik belum optimal; 

16. Belum tersedianya SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh SKPD; 

17. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM; 

18. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, Wakil 

Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati; 

19. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan 
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Sekretariat Daerah; 

20. Pengelolaan aset yang belum optimal; 

21. Belum terlaksananya standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh OPD; 

22. Pelaksanaan acara kedinasan yang sesuai dengan standar keprotokolan 

belum optimal; 

 

Faktor - faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah sebagai Organisasi 

Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun 

kebijakan dan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah adalah faktor internal 

dan eksternal Sekretariat Daerah, faktor internal yang mempengaruhi Sekretariat 

Daerah antara lain : 

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas 

dan belum sesuai dengan beban kerja. 

2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah 

mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi. 

3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan 

kinerja. 

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 

 

PerencanaanStrategis tentunya tidak hanya mempertimbangkan rencana 

ditingkat Kabupaten saja melainkan juga harus mempertimbangkan apa yang telah 

direncanakan oleh tingkat pemerintahan propinsi maupun pemerintah pusat. 

Menelaah Rencana Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi ditataran pemerintahan daerah. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong juga memiliki peranan dalam 

membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, 

administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif 

kepada seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang tertuang dalam fungsinya 

sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian 

pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan aparatur 

sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 

Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis 

 

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat  Daerah  dituntut lebih 
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responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan- perubahan baik 

ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu 

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh 

masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.  

Untuk  itu  perlu  diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif  

sehingga  arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. 

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean  

government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. 

 

 

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Sorong 

pada tahun 2023 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan 

provinsi dan nasional.  Secara  umum,  isu  dan permasalahan yang dihadapi antara lain: 

1. Sustainable Development Goals (SDGs) 

Komitmen SDG's ditetapkan pada pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan 

oleh PBB tahun 1990. Komitmen ini kemudian diadopsi oleh Indonesia. Dengan demikian 

daerah wajib mencermati indikator dan target yang harus dicapai sampai akhir tahun 

perencanaan untuk setiap tujuan pembangun milenium tersebut. Konsep SDG's muncul 

dengan pemikiran bahwa ada beberapa hal yang menjadikan masyarakat menjadi tetap 

rentan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.  

Sehingga ditetapkan tujuh tujuan beserta target-target-nya yang diharapkan mampu 

membantu masyarakat keluar dari persoalan-persoalan yang sangat mendasar. Konsep 

SDG’s pada intinya bertujuan untuk membawa pembangunan ke arah yang lebih adil bagi 

semua pihak. Adapun ketujuh fokus pembangunan Papua Barat yang ingin dicapai tersebut 

diantaranya: penanggulangan kemiskinan, penigkatan kemiskinan, peningkatan layanan 

kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, penguatan usaha kecil dan menengah, 

peneingkatan ketenagakerjaan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

 

2. Revolusi Industri 4.0  

Revolusi Industri 4.0 didefiniskan sebagai perubahan yang revolusioner 

berbasiskan berbagai teknologi terkini, dimana salah satu teknologi terkini yang sangat 

menonjol penerapannya saat ini adalah teknologi informatika. Oleh karena itu revolusi 

industri 4.0 bisa diartikan sebagai perubahan revolusioner yang terjadi ketika teknologi 

informasi diterapkan pada semua Industri.  

Di dalam revolusi industri ini yang terjadi adalah proses otomatisasi 

berkelanjutan dari praktik manufaktur dan industri tradisional dengan menggunakan 
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teknologi pintar (smart) modern. Penggunaaan teknologi informasi memungkinkan 

terjadinya komunikasi mesin ke mesin (M2M) dalam skala besar dan aplikasi internet of 

things (IoT) yang terintegrasi untuk meningkatkan otomatisasi, meningkatkan 

komunikasi dan proses monitoring otomatis (self monitoring), serta produksi mesin 

pintar yan g dapat menganalisis dan mendiagnosis masalah tanpa perlu campur tangan 

manusia (Moore, 2019) 

3. Dampak Covid-19. 

Pandemi COVID-19 telah menyebar ke hampir semua negara di dunia dalam 

waktu yang sangat singkat. Meskipun demikian waktu penyebaran dan lama pandemi, 

tingkat gangguan, serta kemampuan negara-negara didunia untuk meresponsnya sangat 

bervariasi. Negara yang lebih besar dan maju umumnya memiliki sumber daya dan 

infrastruktur yang lebih lengkap untuk menghadapi pandemi sehingga memberikan 

kemampuan recovery yang lebih cepat. Namun bagi negara-negara sedang berkembang, 

termasuk negara berkembang ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan 

Vietnam) memulai pandemi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang kurang 

memadai dan hal ini menambah tingkat resiko serta dampaknya terhadap bidang 

kesehatan, sosial dan ekonomi. 

Lockdown yang diberlakukan disetiap negara dipercaya akan memperburuk 

kondisi ekonomi global serta memperlambat upaya pemulihan ekonomi secara global. 

Maka tingkat pertumbuhan ekonomi global akan menjadi minus 11,1% dibandingkan 

dengan tingkat pertumbuhan Q4 2019. Beberapa negara berkembang ASEAN diprediksi 

akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang lebih dalam. Misalkan, Thailand 

(-13%), Malaysia (-13,5%), dan Filipina (-13,6%). Sementara itu, perekonomian 

Indonesia diperkirakan mengalami penurunan sebesar minus 10,3%, sedikit lebih bagus 

dibanding rata-rata penurunan ekonomi global. Pada akhir 2020 semua negara ini 

diprediksi akan mengalami pertumbuhan PDB tahunan yang lebih rendah dibandingkan 

dengan krisis keuangan global 2008, yaitu minus 11,5% hingga minus 5,3% untuk tahun 

2020 dibandingkan dengan minus 2,2% pada 2008 dan menjadi 4,5% pada tahun 2009 

(McKinsey 2020 & OECD 2010). Dari sisi perdagangan dunia negara-negara di Asia juga 

terdampak sangat parah. Perdagangan intra-Asia diperkirakan turun 13% dari 2019 

hingga 2020. Sedangkan perdagangan dari Asia ke Barat turun sekitar 20%. 

 

4. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 

PEN merupakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang menjadi salah satu 

rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian di 

Indonesia saat ini. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan 

program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada 

ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini bertujuan melindungi, 

mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam 
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menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Untuk UMKM, program PEN diharapkan 

dapat 'memperpanjang nafas' UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi 

pada perekonomian Indonesia. 

 

5. RPJMN Tahun 2020-2024  

Kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 

diarahkan untuk mencapai visi pembangunan nasional yaitu “TERWUJUDNYA 

INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN 

BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) 

Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu :  

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.  

2.  Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 

4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 

5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian BangsaPenegakan Sistem 

Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 

6. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh 

Warga 

7. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, danTerpercaya 

8. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan 

 

3.3.1 Abstraksi Isu-Isu Stregis Kabupaten Sorong 

Mengacu pada permasalahan pembangunan yang telah disampaikan di atas, 

selanjutnya berpijak pada hasil penelaahan isu-isu strategis tingkat global, nasional dan 

lokal, maka dapat dirumuskan isu startegis pembangunan Kabupaten Sorong lebih 

komprehensif. Isu-isu Strategis pembangunan Kabupaten Sorong merupakan 

kristalisasi dari permasalahan pembangunan yang dielaborasi dengan dinamika isu-isu 

strategis di level global, nasional dan regional Papua Barat Darat.  

Isu Strategis merupakan acuan yang menggerakkan dan mengarahkan 

pembangunan Kabupaten Sorong pada pembangunan lima tahun ke depan. Ketepatan 

dalam perumusan Isu Strategis sangat menentukan dalam penentuan Arah Kebijakan 

RPD. Isu Strategis Kabupaten Sorong dalam Rancangan RPD Tahun 2023-2026 adalah 

sebagai berikut: 
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1. Peningkatan Ekonomi Daerah Serta Mewujudkan Sumber Daya Manusia 

Lokal Yang Mandiri Dan Berkualitas. 

2. Peningkatan Kualitas Dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar 

3. Peningkatan Sistem Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Melalui 

Implementasi Good Govermance Berbasis Teknologi Informasi 

4. Peningkatan Produktivitas Sumber Pangan Lokal Dalam Rangka Penguatan 

Ketahanan Pangan Daerah 

5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penataan, Promosi Dan 

Penggalangan Investasi 

 

Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sorong , sebagai berikut : 

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan 

transparan. 

2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan  tupoksi untuk 

mewujudkan akuntabilitas. 

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan pelayanan masyarakat. 

4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 

sesuai kebutuhan masyarakat. 

5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan 

potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam 

menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan 

Daerah. 

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi 

perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu 

kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah  keadaan  yang apabila tidak 

diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal 

tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis 

Sekretariat Daerah diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintahan  umum  dan 

otonomi daerah 

2. Efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

3. Peningkatan kualitas koordinasi dalam komitmen pimpinan dan jajarannya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan  kepada masyarakat. 
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4. Peningkatan sumber daya aparatur didukung dengan  sarana  prasarana yang 

optimal. 

5. Penyusunan kebijakan yang efektif dengan memperhatikan pelayanan masyarakat. 

Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya 

dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 
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BAB IV 

TUJUAN DAN SASARAN  

 

4.1. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong 

 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dan merupakan implementasi atau 

turnanan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorng.  

Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan 

kegiatan dalam merealisasikan Tujuan dan Sasran Pembangunan Kabupaten 

Sorong tahun 2023 sampai dengan tahun 2026. 

Sasaran adalah hasil dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam 

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh 

Sekretariat Daerah Kabupaten  Sorong dapat dilihat pada tabel  dibawah  ini : 

 
Tabel 4.1 

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Sorong 

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

1. Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

 

 

Nilai LPPD 

2. Meningkatnya 

pelayanan 

kesejahteraan rakyat 

Meningkatnya Pelayanan 

Kesejahteraan Rakyat 
Presentase Pelayanan 

Kesejahteraan Rakyat 

yang dilaksanakan sesuai 

rencana 

2 Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesejahteraan Rakyat 

Mmeningkatnya pelayanan 

kesejahteraan rakyat 

Persentase pelayanan 

kesejahteraan Rakyat 

yang sesuai rencana 

 

3 Terwujudnya 

sinkronisasi Produk 

Hukum yang sesuai 

Terwujudnya sinkronisasi 

Produk Hukum yang sesuai 

Persentase produk 

hukum daerah yang 
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No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 

dengan Peraturan 

Perundang-undangan 

dengan Peraturan Perundang-

undangan 

sinkron dengan 

peraturan perundang-

undangan 

4 Meningkatnya 

kualitas penerapan 

reformasi birokrasi 

Meningkatnya pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi 

Indeks Reformasi 

Birokrasi 

5 Terwujudnya 

pelaksanaan protokol 

dan komunikasi 

pimpinanan 

Terwujudnya pelaksanaan 

protokol dan komunikasi 

pimpinanan 

Persentase 

pelaksanaan protokol 

dan komunikasi 

pimpinan yang 

dilaksanakan 

6 Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

Sekretariat Daerah 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan Sekretariat Daerah 

Indeks Kepuasan 

Masyarakat 

7 Meningkatnya 

Kualitas Koordinasi 

dan Fasilitasi Bidang 

Pembangunan 

Perekonomian dan 

SDA 

Meningkatnya Kualitas 

Koordinasi dan Fasilitasi Bidang 

Pembangunan Perekonomian 

dan SDA 

Presentase Koordinasi 

dan Fasilitasi  yang 

dilaksanakan sesuai 

rencana 

8 Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan pemerintahan 

daerah 

Persentase paket 

pengadaan yang 

dilaksanakan 
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BAB V 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

 

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan tujuan. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh 

Pimpinan Instansi untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan dalam Renstra 

Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan 

dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan 

kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPD.  

Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong menunjukkan 

bagaimana cara Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong mencapai tujuan, sasaran jangka menengah 

dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah. 

Strategi dan kebijakan  menunjukan  bagaimana cara untuk mencapai tujuan, 

sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program, dan merupakan 

rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran 

dengan efektif dan efisien.  

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat 

agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong 

mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan. Kebijakan pada dasarnya 

merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan 

oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap 

kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang 

telah ditentukan.  

Dengan kata lain bahwa strategi adalah alat penghubung antara tujuan, 

sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang diemban oleh pemerintah daerah dan atau 

dalam lingkup Sekretariat Daerah. Strategi juga merupakan cara / langkah demi langkah yang 

dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perencanaan 



 

30 
 

strategisnya. 

Startegi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten  Sorong  dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini: 

 

Tabel 5.1 

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 
 

 

 
Tujuan 

RPD 

“Meningkatnya Kualitas Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan 

Melalui Implementasi Good Govermance Berbasis 

Teknologi Informasi 

Sasaran 

RPD 

“Meningkatnya Kualitas SDM aparatur, reformasi dan pelayanan kepada 

masyarakat” 

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 

Meningkatnya 
kinerja 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah 

Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Mengembangkan 

sistem Tata Kelola 

Pemerintahan dan 

pelayanan melalui 

implementasi Good 

Governance berbasis 

teknologi informasi 

Mewujudkan sistem 

tata kelola 

pemerintahan berbasis 

teknologi informasi 

guna percepatan 

pembangunan 
Meningkatnya 

pelayanan 

kesejahteraan rakyat 

Meningkatnya 

Pelayanan 

Kesejahteraan Rakyat 

Terwujudnya 

sinkronisasi 

Produk Hukum 

yang sesuai 

dengan Peraturan 

Perundang-

undangan 

Terwujudnya 

sinkronisasi Produk 

Hukum yang sesuai 

dengan Peraturan 

Perundang-undangan 

Meningkatnya 

kualitas penerapan 

reformasi birokrasi 

Meningkatnya 

pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi 

Terwujudnya 

pelaksanaan 

protokol dan 

komunikasi 

Terwujudnya 

pelaksanaan protokol 

dan komunikasi 
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pimpinanan pimpinanan 

Meningkatnya 

kualitas pelayanan 

Sekretariat Daerah 

Meningkatnya kualitas 

pelayanan Sekretariat 

Daerah 

Meningkatnya 

kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan 

daerah 

Meningkatnya kinerja 

penyelenggaraan 

pemerintahan daerah 

Meningkatnya 

Kualitas Koordinasi 

dan Fasilitasi 

Bidang 

Pembangunan 

Perekonomian dan 

SDA 

Meningkatnya Kualitas 

Koordinasi dan Fasilitasi 

Bidang Pembangunan 

Perekonomian dan SDA 

Mendorong 

harmonisasi 

pembangunan 

infrastruktur dan 

penunjang 

perekonomian 

Meningkatkan kualitas 

infrastuktur dasar dan 

perekonomian serta 

Sumber 

Daya Manusia (SDM) 

dalam rangka 

penguatan 

pembangunan 
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BAB VI 

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN 

 

Rencana program dan kegiatan Sekretariat Daerah kabupaten Sorong merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Adapun 

program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan  oleh  Sekretariat Daerah dari tahun 2023-2026 sebagai berikut : 

Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat daerah Kabupaten Sorong 

Sasaran 
RPD 

Indikato
r 

Sasaran 
ROD 

Tujuan Sasaran 

Indika
tor 

Sasar
an 

Data 
Capaian 

Awal 
Kinerja 

Perencan
aan 

Target 

Program  
Sasaran 
Program 

Indilkator 
Program 

Kegiatan 
Sasaran 
Kegiatan 

Indikator 
Kegiatan 

Sub 
Kegiatan 

Sasaran  Indikator  

Data 
Capaian 

pada 
Tahun 
Awal 

Perencan
aan 

  

K
o

n
d

is
i K

in
er

ja
 

p
ad

a 
A

kh
ir

 p
er

io
d

e
 

R
en

st
ra

 P
er

an
g

ka
t 

D
ae

ra
h

 
U

n
it

 P
e

la
ks

an
a

 

202
3 

202
4 

202
5 

202
6 

Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 20225 Tahun 2026 

Tr
gt 

Rp Trgt Rp Trgt Rp Trgt Rp 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13       14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27 

Meningkat
nya 
kualitas 
SDM 
aparatur, 
reformasi 
birokrasi, 
dan 
pelayanan 
kepada 
masyarak
at 

Indeks 
Kepuas
an 
Masyara
kat 

Meningkatny
a kinerja 
penyelengga
raan 
pemerintaha
n daerah 

Meningkatny
a kinerja 
penyelengga
raan 
pemerintaha
n daerah 

Nilai 
LPPD 

NA 
2.7
36 

2.9
11 

2.9
77 

3.0
01 

Program 
Pemerinta
han dan 
Kesejahter
aan 
Rakyat 

Meningkatny
a kinerja 
penyelengga
raan 
pemerintaha
n daerah 

Persentas
e 
pengelola
an 
administra
si 
pemerinta
han yang 
diselesaik
an 

Administr
asi tata 
pemerinta
han 

Terwujudn
ya 
penataan 
administra
si 
pemerinta
han 

Persentas
e 
pengelola
an 
administra
si 
pemerinta
han yang 
diselesaik
an 

Penataan 
administra
si 
pemerinta
han 

Terlaksana
nya 
penataan 
administra
si 
pemerinta
han 

Jumlah 
dokumen 
hasil 
penataan 
administra
si 
pemerinta
han 

NA     
4 

dokum
en 

     
150,000,

000  

4 
dokum

en 

         
150,000,00

0  

4 
dokum

en 

          
150,000,00

0  
5 

Bagian 
Pemerinta

han 

          

Pengelola
aan 
administra
si 
kewilayah
an 

Terlaksana
nya 
pengelolaa
n 
administra
si 
kewilayaha
n 

Jumlah 
dokumen 
hasil 
pengelola
an 
administra
si 
kewilayah
an 

NA     
4 

dokum
en 

    
200,000,

000  

4 
dokum

en 

          
20,000,000  

4 
dokum

en 

         
200,000,00

0  
  

    

          

      

Fasilitasi 
pelaksana
an 
otonomi 
daerah 

Terlaksana
nya 
fasilitasi 
otonomi 
daerah 

Jumlah 
dokumen 
hasil 
fasilitasi 
otonomi 
daerah 

NA   
 

5,000,000,
000  

4 
dokum

en 

#######
## 

4 
dokum

en 

    
5,000,000,0

00  

4 
dokum

en 

      
5,000,000,0

00  
  

  

          

            

    Fasilitasi 
Kerjasam
a Daerah 

Meningkat
nya 
fasilitasi 
kerjasama 
daerah 

Persentas
i fasilitasi 
kerjasama 
yang 
dilaksana
kan 

Evaluasi 
Pelaksan
aan Kerja 
sama 

Terlaksana
nya 
Evalusi 
Kerja 
sama 

Jumlah 
laporan 
hasil 
evaluasi 
kerjasama 

      
1 

lapora
n 

     
150,000,

000  

1 
lapora

n 

         
150,000,00

0  

1 
lapora

n 

          
150,000,00

0  
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M ening

katnya 

pelayan

an 

kesejah

M menin

gkatnya 

pelayana

n 

kesejaht

Present

ase 

Pelayan

an 

Kesejah
100% 100% 100% 100%

Progra

m 

Pemerin

tahan 

dan 

M eningk

atnya 

Pelayan

an 

Kesejaht

Presenta

se 

Pelayana

n 

Kesejahte

Pelaksa

naan 

Kebijaka

n 

Kesejaht

Terwujud

nya 

pelaksan

aan 

Kesejaht

Persenta

se 

pelayanan 

Kesejahtr

aan 

Fasilitasi 

Pengelo laan 

Bina M ental 

Spriritual 

Terlaksananya 

Fasilitasi 

Pengelo laan 

Bina M ental 

Spriritual 

Jumlah 

dokumen hasil 

fasilitasi 

Pengelo laan 

Bina M ental 

4 

dok

ume

n

4,000,000,000   

4 

doku

men

5,000,000,000    

4 

dok

ume

n

5,000,000,000   

4 

doku

men

5,000,000,000     

Bagi

an 

Kesej

ahter

aan 

Pelaksanaan 

Kebijakan, 

Evaluasi dan 

Capaian Kinerja 

Terkait 

Kesejahteraan 

sosial

Terlaksananya 

kebijakan, 

Evaluasi dan 

capaian 

kinerja terkait 

kesejahteraan 

sosial yang 

Jumlah 

dokumen hasil 

fasilitasii 

Evaluasi dan 

capaian kinerja 

terkait 

kesejahteraan 

4 

dok

ume

n

10,110,137,000    

4 

doku

men

45,000,000,000 

4 

dok

ume

n

4 

doku

men

45,000,000,000  

Pelaksanaan 

Kebijakan, 

Evaluasi dan 

Capaian Kinerja 

Terkait 

Kesejahteraan 

masyarakat

Terlaksananya 

kebijakan, 

Evaluasi dan 

capaian 

kinerja terkait 

kesejahteraan 

masyarakat 

yang meliputi 

urusan 

kepemudaan 

dan o lahraga, 

pariwisata, 

pendidikan, 

kebudayaan, 

perpustakaa, 

kearsipan dan 

Jumlah 

dokumen hasil 

fasilitas 

Evaluasi dan 

capaian kinerja 

terkait 

kesejahteraan 

masyarakat 

yang meliputi 

urusan 

kepemudaan 

dan o lahraga, 

pariwisata, 

pendidikan, 

kebudayaan, 

perpustakaa, 

4 

dok

ume

n

10,300,000,000 

4 

doku

men

15,000,000,000  

4 

dok

ume

n

4 

doku

men

15,000,000,000   

Peningkatan 

kesadaran 

keluarga, dalam 

membangun 

kerja sama 

antar keluarga, 

warga dan 

kelompok 

Terlaksananya 

peningkatan 

kesadaran 

keluarga, 

dalam 

membangun 

kerja sama 

antar keluarga, 

Jumlah 

keluarga yang 

mengikuti  

peningkatan 

kesadaran 

keluarga, 

dalam 

membangun 

100% 100% 100% 100%

Fasilitasi 

penyusunan 

produk hukum 

Dserah

Terlaksananya 

fasilitasi 

penyusunan 

produk hukum

Jumlah produk 

hukum yg 

ditetapkan
500 300,000,000      500 300,000,000       500 300,000,000       500 300,000,000        

Bagi

an 

Huku

m

Fasilitasi 

Bantuan hukum

Terlaksananya 

fasilitasi 

bantuan 

hukum

Jumlah 

masyarakat 

dan lembaga 

yang 

difasilitasi

5 300,000,000      6 500,000,000       6 500,000,000       6 500,000,000        

Pendokumenta

sian produk 

hukum dan 

pengelo laan 

fInformasi 

Tersedianya 

dokumentasi 

produk hukum

Jumlah produk 

hukum yang 

terdokumenta

si

500 150,000,000       500 150,000,000        500 150,000,000        500 150,000,000         

Persenta

se 

fasilitasi 

dan 

kooedina

si yang 

dilaksank

an

Terwujud

nya 

sinkroni

sasi 

Produk 

Hukum 

yang 

sesuai 

dengan 

Peratura

n 

Perunda

ng-

Terwuju

dnya 

sinkron

isasi 

Produk 

Hukum 

yang 

sesuai 

dengan 

Peratur

an 

Perund

ang-

Terwujud

nya 

sinkroni

sasi 

Produk 

Hukum 

yang 

sesuai 

dengan 

Peratura

n 

Perunda

ng-

Persent

ase 

produk 

hukum 

daerah 

yang 

sinkron 

dengan 

peratura

n 

perunda

ng-

undang

Progra

m 

Pemerin

tahan 

dan 

Kesejah

teraan 

Rakyat

Persenta

se produk 

hukum 

daerah 

yang 

sinkron 

dengan 

peraturan 

perundan

g-

undangan

Terwujud

nya 

koordina

si  dan 

fasilitasi 

dalam 

penyusun

an  dan 

penetapa

n produk 

hukum

Koordin

asi 

penyusu

nan 

kebijaka

n daerah
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T rgt R p T rgt R p T rgt R p T rgt R p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27

Nilai 

Akunt

abilita

s 

Kinerja 

Instan

si 

M ening

katnya 

kualitas 

penera

pan 

reform

asi 

M eningk

atnya 

pelaksan

aan 

Reforma

si 

B irokras

Indeks 

Reform

asi 

B irokra

si

50,11 55,04 55,67 60,00

Progra

m 

Adminis

trasi 

Umum

M eningk

atnya 

kualiats 

Penataa

n 

Organisa

si 

Persenta

se OPD 

yang tepat 

fungsi dan 

tepat 

ukuran

Penataa

n 

Organisa

si 

M eningk

atnya 

kualiats 

Penataa

n 

Organisa

si 

Persenta

se OPD 

yang tepat 

fungsi dan 

tepat 

ukuran

Pengelo laan 

kelembagaan 

dan analisa 

Jabatan

Terlaksananya 

Pengelo laan 

kelembagaan 

dan analisa 

Jabatan

Jumlah 

dokumen 

Pengelo laan 

kelembagaan 

dan analisa 

Jabatan

3 

Dok

ume

n

150,000,000       

3 

Doku

men

300,000,000       

3 

Dok

ume

n

300,000,000       

3 

Dok

ume

n

300,000,000        

Bagi

an 

Orga

nisas

i

Fasilitasi 

pelayanan 

publik dan 

Tatalaksana

Terlaksananya

Fasilitasi 

pelayanan 

publik dan 

Tatalaksana

Jumlah 

Laporan Hasil 

Fasilitasi 

Pelayanan 

Publik

4 

Lapor

an

200,000,000       

4 

Lap

oran

200,000,000       

4 

Lapo

ran

200,000,000        

M onitoring 

evaluasi dan 

pengendalian 

kualitas 

pelayanan 

publik dan 

tatalaksanan

Terlaksananya 

evaluasi 

Pelayanan 

Publik

Jumlah 

dokumen 

monev 

pelayanan 

publik

10 

Dok

ume

n

150,000,000       

10 

Doku

men

150,000,000        

10 

Dok

ume

n

150,000,000        

10 

Dok

ume

n

150,000,000         

Nilai 

AKIP
61,80 65,00 70,00 71,00 76,00

Indeks 

Reformas

i B irokrasi

Peningkatan 

Kinerja dan 

Reformasi 

B irokrasi

Terlaksananya 

reformasi 

birokrasi

Jumlah 

Dokumen 

reformasi 

birokrasi

1 

Dok

ume

n

100,000,000       

4 

Doku

men

200,000,000       

4 

Dok

ume

n

200,000,000       

4 

Dok

ume

n

200,000,000        

Persenta

se OPD 

dengan 

Nilai 

SAKIP 

lebih dari 

atau 

sama 

Koordinasi dan 

penyusunan 

laporan kinerja 

pemerintah 

daerah

Terlaksananya 

Koordinasi 

dan 

penyusunan 

laporan kinerja 

pemerintah 

daerah

Jumlah 

dokumen 

Koordinasi 

dan 

penyusunan 

laporan kinerja 

pemerintah 

daerah

2 

Dok

ume

n

350,000,000      

2 

Doku

men

350,000,000       

2 

Dok

ume

n

350,000,000       

2 

Dok

ume

n

350,000,000        

100% 100% 100% 100%

Fasilitasi 

Keprotokolan

Terlaksananya 

fasilitasi 

protokoler

Jumlah 

laporan Hasil 

Fasilitasi 

keprotokolan

4 

Lap

oran

4 

Lapor

an

20,000,000,000 

4 

Lap

oran

14,000,000,000  

4 

Lapo

ran

20,000,000,000  
Prot

okol

Fasilitasi 

Komunikasi 

pimpinan

terlaksananya 

fasilitasi 

komunikasi 

pimpinanan

Jumlah 

laporan Hasil 

Fasilitasi 

komunikasi 

pimpinanan

4 

Lap

oran

4 

Lapor

an

10,000,000,000  

4 

Lap

oran

10,000,000,000   20,000,000,000  

Pendokumenta

sian tugas 

pimpinanan

Terlaksananya 

pendokument

asian tugas 

pimpinan

Jumlah 

laporan 

pendokument

asian tugas 

pimpinan

4 

Lap

oran

4 

Lapor

an

5,000,000,000    

4 

Lap

oran

8,000,000,000   

4 

Lapo

ran

20,000,000,000  

NA 79,00 79,00 80,00 80,00

Penyediaan 

komponen 

instalasi 

listrik/penerang

an bangunan 

Terlaksananya 

pendataan 

perumamahan

Persentase 

ketersediaan 

komponen 

instalasi listrik

NA 50,000,000.00 100% 50,000,000.00 1 Dkmn20,000,000.00

Umum

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor

Jumlah 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

kantor yang 

tersedia 

22,787,000.00 22,787,000.00 22,787,000.00

Penyediaan 

Peralatan 

Rumah Tangga

Tersedianya 

Peralatan 

Rumah 

Tangga

Jumlah 

peralatan 

rumah tangga 

yang tersedia 

458,147,000        458,147,000        458,147,000         

Indik

ato r 

Sasa

ran 

R OD

M eningk

atnya 

kualitas 

pelayana

n 

Sekretari

at 

Daerah

Tingkat 

Kepuasan 

Aparatur 

terhadap 

pelayanan 

administr

asi

Protoko

l dan 

Komunik

asi 

pimpinan

a

Terwujud

nya 

pelaksan

aan 

protokol 

dan 

komunik

asi 

pimpinan

a

Persenta

se 

pemenuh

an 

kebutuha

n 

penunjang 

perangkat 

daerah

Administ

rasi 

umum 

perangk

at 

daerah

Tercapai

nya 

Pemenu

han 

Kebutuha

n 

Perangk

at 

Daerah

T ahun 20225 T ahun 2026T ahun 2023 T ahun 2024

Sasara

n 

Kegiata

n

Indikato

r 

Kegiata

n

Sub 

Kegiatan
Sasaran Indikato r 

D at

a 

C ap

aian 

pad

Sasa

ran 

R P D

T ujuan Sasaran

Indika

to r 

Sasar

an

D at

a 

C a

pai

an 

T arget

2023 2024 2025 2026

Persenta

se 

pelaksana

an 

protokol 

dan 

komunika

si 

pimpinan 

yang 

dilaksana

kan 

Terwujud

nya 

pelaksan

aan 

protokol 

dan 

komunik

asi 

pimpinan

a

Persenta

se 

pelaksana

an 

protokol 

dan 

komunika

si 

pimpinan 

yang 

dilaksana

kan 

Terwuju

dnya 

pelaksa

naan 

protok

ol dan 

komuni

kasi 

pimpina

na

Terwujud

nya 

pelaksan

aan 

protokol 

dan 

komunik

asi 

pimpinan

a

Persent

ase 

pelaksa

naan 

protoko

l dan 

komuni

kasi 

pimpina

n yang 

dilaksan

akan 

Progra

m 

Adminis

trasi 

Umum

Terwujud

nya tata 

kelo la 

pemerint

ahan 

yang 

efektif 

dan 

efisien 

P ro gr

am 

Sasara

n 

P ro gra

m

Indilkat

o r 

P ro gra

m

Kegiat

an

Penunja

ng 

Urusan 

Pemerin

tahan 

Daereah

K
o

n
d

is
i 

K
in

e
rj

a
 

U
n

it
 

P
e
la

k
s
a
n

M ening

katnya 

kualitas 

pelayan

an 

Sekreta

riat 

Daerah 

M eningk

atnya 

kualitas 

pelayana

n 

Sekretari

at 

Daerah 

Indeks 

Kepuas

an 

M asyar

akat
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T rgt R p T rgt R p T rgt R p T rgt R p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27

Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD

Terselenggara

nya rapat 

koordinasi 

dan konsultasi 

SkPD

Frekuensi 

rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

SKPD yang 

345,494,000       345,494,000       345,494,000        

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Tersedianya 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Buku/ 

Dokumen 

yang dicetak 

dan 

digandakan 

525,460,000       525,460,000       525,460,000        

Penyelenggaraa

n Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

SKPD

Terselenggara

nya rapat 

koordinasi 

dan konsultasi 

SkPD

Frekuensi 

rapat 

koordinasi dan 

konsultasi 

SKPD yang 

3,962,172,000     3,962,172,000    3,962,172,000      

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

ASN

Tersedianya 

gaji dan 

Tunjangan 

ASN

Jumlah ASN 

yang 

menerima gaji 

dan tunjangan

110 

org
11,978,295,803  110 org 11,425,934,000   

110 

org
11,425,934,000   

110 

org
11,425,934,000    

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Tersedianya 

laporan  

keuanngnan 

Akhir Tahun 

SKPD

Jumlah 

laporan  

keuanngnan 

Akhir Tahun 

SKPD

4 

lapo

ran

4 

lapora

n

2,000,000,000    

4 

lapo

ran

2,000,000,000   

4 

lapor

an

2,000,000,000     

Pelaksanaan 

Penatausahaan 

dan 

pengujian/Verifi

kassi Keuangan 

SKPD

Terlaksananya 

pelaksanaan 

Penatausahaa

n dan 

pengujian/Veri

fikassi 

Jumlah 

Dokumen 

Penatausahaa

n dan 

pengujian/Verif

ikassi 

4 

Dok

ume

n

2,350,000,000   

4 

Doku

men

2,500,000,000    

4 

Dok

ume

n

3,000,000,000   

4 

Dok

ume

n

3,000,000,000     

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Keuangan 

bulanan/triwulan

Tersedianya 

laporan 

keuangan 

bulanan/triwul

an/semestera

Jumlah 

laporan 

keuangan 

bulanan/triwula

n/semesteran 

1 

Lapor

an

1,000,000,000     

1 

Lap

oran

1,000,000,000    

1 

Lapo

ran

1,000,000,000      

Pengadaan 

Kendaraan 

Perorangan 

Dinas atau 

Kendaraan 

Dinas Jabatan

Terlaksananya 

pengadaan 

kendaraan 

Dinas Jabatan

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas jabatan 

yang diadakan 500,000,000       500,000,000       500,000,000        

Pengadaan 

Kendaraaan 

Dinas 

Operasional 

atau Lapangan

Terlaksananya 

pengadaan 

kendaraan 

Dinas 

operasional

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

operasional 

yang diadakan

500,000,000       500,000,000       500,000,000        

Pengadaan 

Peralatan dan 

M esin Lainnya

Terlaksananya 

pengadaan 

peralatan dan 

mesin

Jumlah 

peralatan dan 

mesin yang 

diadakan

400,000,000       400,000,000        

Pengadaan 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya.

Terlaksananya 

pembangunan 

gedung kantor

Jumlah 

gedung yang 

dibangun 1,000,000,000     1,000,000,000      

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Terlaksananya 

pengadaan 

sarana 

prasarana 

gedung kantor

Persentase 

pengadaan 

sarpas yang 

disediakan
1,000,000,000     1,000,000,000      

M eningk

atkan 

Pengelo l

aan 

Administ

rasi 

Keuanga

n 

Perangk

at 

Daerah

Presenta

se 

Pemenuh

an 

Keuangan 

Perangka

t Daerah 

M eningk

atnya 

Sarana 

dan 

Prasaran

a Yang 

Layak 

Fungsi

Presenta

se Sarana 

dan 

Prasaran

a Yang 

Layak 

Fungsi

Administ

rasi 

Keuanga

n 

Perangk

at 

Daerah

Pengada

an 

Barang 

M ilik 

Daerah 

Penunja

ng 

Urusan 

Pemerin

tah 

Daerah

T arget

P ro gr

am 

Sasa

ran 

R P D

Indik

ato r 

Sasa

ran 

R OD

T ujuan Sasaran

Indika

to r 

Sasar

an

D at

a 

C ap

aian 

A wa

K
o

n
d

is
i 

K
in

e
rj

a
 

U
n

it
 

P
e

la
k

s
a

n

T ahun 20225 T ahun 2026

Sasara

n 

P ro gra

m

Indilkat

o r 

P ro gra

m

Kegiat

an

Sasara

n 

Kegiata

n

Indikato

r 

Kegiata

n

Sub 

Kegiatan2023 2024 2025 2026

T ahun 2023 T ahun 2024Sasaran Indikato r 

D at

a 

C ap

aian 

pad
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T rgt R p T rgt R p T rgt R p T rgt R p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27

T ahun 2026

Sasa

ran 

R P D

T ahun 2023 T ahun 2024 T ahun 20225
P ro gr

am 

Sasara

n 

P ro gra

m

Indilkat

o r 

P ro gra

m

D at

a 

C ap

aian 

Indikato r 

U
n

it
 

P
e

la
k

s

2023 2024 2025 2026

Sasara

n 

Kegiata

n

Indikato

r 

Kegiata

n

Sub 

Kegiatan

K
o

n
d

is
i 

K
in

e
rj

a
 

Sasaran 
Kegiat

an

Indik

ato r 

Sasa

ran 

T ujuan Sasaran

Indika

to r 

Sasar

an

Dat

a 

Cap

aian 

Awa

T arget

Penyediaan 

Jasa Surat 

M enyurat

Tersedianya 

Jasa Surat 

M enyurat

Jumlah Surat 

M asuk dan 

Keluar yang 

dikelo la

3,069,000            3,069,000            5,069,000             

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik

Tersedianya 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan Listrik

Biaya 

rekening, Air 

dan Telpon 1,222,907,460     1,222,907,460    1,222,907,460      

Penyediaan 

Jasa Peralatan 

dan 

Perlengkapan 

Kantor

Tersedianya 

Jasa peraltan 

dan 

perlengkapan 

kantor

Persentase 

jasa peralatan 

dan 

perlengkapan 

kantor yang 

digunakan

500,000,000       500,000,000       500,000,000        

Penyedi

aan Jasa 

Penunja

ng 

Urusan 

Pemerin

tahan 

Daerah

Tercapai

nya 

Pemenu

han 

Kebutuha

n 

Perangk

at 

Daerah

Presenta

se 

Pemenuh

an 

Kebutuha

n 

Penunjan

g 

Perangka

Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Tersedianya 

Jasa 

Pelayanan 

Umum kantor

Jumlah 

Tenaga 

pelayanan 

umum kantor 

780,577,000       780,577,000       780,577,000        

M eningk

atnya 

Sarana 

dan 

Prasaran

a Yang 

Layak 

Fungsi

Presenta

se Sarana 

dan 

Prasaran

a Yang 

Layak 

Fungsi

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaand

an Pajak 

Kendaraan 

Perorangan 

Tersedianya 

jasa Biaya 

Pemeliharaan

dan Pajak 

Kendaraan 

Jumlah 

kendaraan

50,000,000          70,000,000         70,000,000           

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Tersedianya 

Biaya 

Pemeliharaan 

rutin/berkala 

dinas 

operasional 

lapangan

Jumlah 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional 

yang 

terpelihara

1,545,986,000     1,545,986,000    1,545,986,000      

Pemeliharaan 

Peralatan dan 

M esin Lainnya

Tersedianya 

Pemeliharaan 

Peraltan dan 

mesin lainnya

Jumlah 

peralatan dan 

mesin lainnya 

yang 

terpelihara

189,160,000         189,160,000         189,160,000          

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Pendukung 

Gedung Kantor 

atau Bangunan 

Lainnya

Tersedianya 

Biaya 

Pemeliharaan 

Gedung 

Kantor

Jumlah 

gedung Kantor 

dan bangunan 

yang 

dirheabilitasi
1,050,014,000      1,050,014,000     1,050,014,000       

Pemelih

araan 

Barang 

M ilik 

Daerah 

Penunja

ng 

Urusan 

Pemerin

tahan 

Daerah
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T rgt R p T rgt R p T rgt R p T rgt R p

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 26 27

Penyediaan 

Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Wakil Kepala 

Daerah

Tersedianya 

Kebutuhan 

Rumah  

tangga 

Persentase 

ketersedian 

Kebutuhan 

rumah tangga

200,000,000       300,000,000       300,000,000        

Penyediaan 

Kebutuhan 

Rumah Tangga 

Sekretariat 

Daerah

Tersedianya 

Kebutuhan 

Rumah  

tangga 

Persentase 

ketersedian 

Kebutuhan 

rumah tangga

100,000,000        200,000,000       300,000,000        

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat 

Daerah

Terlaksananya 

penyusunan 

RENSTRA

Jumlah 

Dokumen 

RENSTRA 20,000,000         

Koordinasi dan 

Penyusunan 

Laporan 

Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar 

Realisasi 

Kinerja SKPD

Terlaksananya 

Penyusunan 

Laporan

Jumlah 

Laporan yang 

disusun

100,000,000        100,000,000        190,000,000         

Administ

rasi 

Kepegaw

aian 

Perangk

M eningk

atnya 

kompete

nsi 

aparatur

Pengadaan 

Pakaian Dinas 

Beserta Atribut 

Kelengkapanny

a

Tersedianya 

Pakain Dinas 

ASN

Jumlah 

Pakaian Dinas

200,000,000       140 200,000,000        

B imbingan 

Teknis 

Implementasi 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Terlaksananya 

BIM TEK 

Peraturan 

Perundang-

undangan

Jumlah 

Peserta

300,000,000       200,000,000       200,000,000        

80% 85% 90% 95%

Administ

rasi 

pemban

gunan

Fasilitasi 

penyusunan 

program 

pembangunan

Terlaksananya 

Fasilitasi 

penyusunan 

program 

pembanguna

Jumlah 

dokumen 

Fasilitasi 

penyusunan 

program 

pembanguna

4 

Dok

ume

n

100,000,000       

4 

Doku

men

150,000,000        

4 

Dok

ume

n

200,000,000       

4 

Dok

ume

n

150,000,000         

Bagi

an 

Pem

bang

unan

Pengendalian 

dan evaluasi 

program 

pembangunan

Terlaksananya

Pengendalian 

dan evaluasi 

program 

pembangunan

Jumlah 

laporan hasil 

Pengendalian 

dan evaluasi 

program 

pembangunan

4 

Dok

ume

n

100,000,000       

4 

Doku

men

150,000,000        

4 

Dok

ume

n

150,000,000        

4 

Dok

ume

n

200,000,000        

Pengelo laan 

evaluasi dan 

pelaporan 

pelaksanaan 

pembangunan

Terlaksananya 

pengelo laan 

evaluasi dan 

pelaporan 
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BAB VII 

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

 

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang mengacu kepada 

tujuan dan sasaran RPD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan 

kinerja yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. 

Indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPD disusun dalam tabel 6.1 berikut ini : 

 
Tabel 7.1. 

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah 

Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPD 

 

 

No. 

 
Indikator Sasaran 

Kondisi 

Kinerja pada 

awal periode 

RPJMD 

 
Target Capaian Setiap Tahun 

Kondisi 

Kinerja 

pada akhir 

periode 

RPD 

2023 2024  2025 2026 

1.   Nilai LPPD 
NA 2.736 2.911 2.977 3.001 3,001 

2.  Presentase Pelayanan 

Kesejahteraan Rakyat yang 

dilaksanakan sesuai rencana 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Persentase produk hukum 

daerah yang sinkron 

dengan peraturan 

perundang-undangan  

80% 100% 100% 100% 100% 100% 

4. Indeks Reformasi Birokrasi 54,91 50,11 55,04 55,67 60,00 60,00 

5. Nilai AKIP 61,80 65,00 70,00 71,00 76,00 76,00 

6.        

7. Persentase pelaksanaan 

protokol dan komunikasi 

pimpinan yang 

dilaksanakan 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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8. 
Indeks Kepuasan 

Masyarakat 
86% 79% 79% 80% 80% 80% 

9. 

Meningkatnya Kualitas 

Koordinasi dan Fasilitasi 

Bidang Pembangunan 

Perekonomian dan SDA 

90% 80% 85% 90% 95% 95% 

10. 

Persentase paket 

pengadaan yang 

dilaksanakan 

 

       38% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari table indikator diatas dapat dijelaskan masing-masing indikator beserta dengan bagian 

pengampu atau penanggungjawab indikator adalah sebagai berikut: 

 

7.1. Nilai LPPD 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), nilai LPPD dikeluarkan oleh Kementrian 

Dalam Negeri Setiap Tahunnya. Penyelenggaraan Pemerintah yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kabupaten Sorong secara keseluruhan yang dijalankan pada setiap Organisasi 

Perangkat Daerah, dihimpun dan dilaporkan mengikuti fomat laporan yang telah ditentukan 

oleh Kemendagri. 

Untuk tugas atau kinerja ini merupakan tanggungjawab pelaksanaannya oleh bagian 

Pemerintahan dimama dalam proses bisnisnya dapat berinteraksi atau bekolaborasi dengan 

bagian-bagian lainnya. 

  

7.2. Presentase Pelayanan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan sesuai rencana 

Pelayanan Kesejahteraan Rakyat merupakan keseluruhan program yang diteitapkan pada 

bagian Kesejahteraan Rakyat dalam rangka meningkatkan kesehjteraan rakyat utamannya 

dalam bidang Pendidikan (Pelyanan Beasiswa) dan Pelayanan Keagamaan. 

 

Untuk indikator ini akan diemban oleh bagian Kesejahteraan Rakyat yang akan 

berkolaboraasi dengan bagian dan OPD terkait. 

 

7.1. Persentase produk hukum daerah yang sinkron dengan peraturan perundang-

undangan 

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong baik Perda 

ataupun Peraturan Bupati, semua produk hukum-hukum tersebut dipastikan bahwa 

tidak akan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional ataupun 
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regional, sehingga memerlukan verfikasi atas semua proses pembentukan peraturan. 

Untuk kinerja ini menjadi tugas dari Bagian Hukum. 

 

7.2. Indeks Reformasi Birokrasi 

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan ukuran penilaian yang diberikan kepada 

Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam pemerintahan. 

Sistem peniliaan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap proses birokrasi yang 

ada dalam Pemerintah Kabupaten Sorong. 

Namun sebagai koordinator adalah Sekretariat Daerah secara khusus ada Bagian 

Organisasi. 

 

7.3. Nilai AKIP 

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan system akuntabilitas 

Kinerja setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang diberikan kepada 

setiap OPD dalam melaporkan kinerja yang diperjanjikan pada setiap awal tahun. 

 Nilai AKIP internal dikeluarkan oleh Inspektorat, dan untuk nilai Pemerintah Daerah 

diberikan oleh Kementrian PAN-RB. Kinerja ini menjadi tugas pelaksanaan oleh Bagian 

Organiasi. 

 

7.4. Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan 

Pelayanan terhadap kegiatan pimpinan pada Sekretariat Daerah termasuk di 

dalamnya adalah Bupati dan Wakil Bupati. Kinerja pelaksanaan protokol dan 

komunikasi pimpinan menjadi tanggungjawab Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan. 

 

7.5. Indeks Kepuasan Masyarakat 

Pelayanan Sekretariat Daerah kepada masyarakat perlu untuk diukur kinerjanya demi 

peningkatan pelayanan secara menyeluruh. Kinerja ini didaaptkan melalui survey 

kepada pengguna layanan, untuk tanggungjawab ini dilakukan oleh Bagian Umum 

pada Sekretariat Daerah.  

 

7.6. Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan 

Perekonomian dan SDA Sesuai Rencana 

Kualitas Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pembangunan dan Perekomian dan Sumber 

Daya Alam merupakan usaha yang dilakukan untuk meingkat peran Sekretariat 

Daerah untuk meningkatkan efektivitas Pembangunan di pemerintahan kabupaten 

Sorong baik pembangunan fisik maupun perekonomian, dan Sumber Daya Alam. 

 

Tanggungjawab kinerja ini akan menjadi tanggungjawab dari bagian Bagian 
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Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bagian Administrasi Pembangunan 

 

7.7. Persentase paket pengadaan yang dilaksanakan 
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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2013 – 2026 ini 

merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 – 2026. 

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong adalah sebagai pedoman (guide 

line) dan arahan bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Sekretariat Daerah dalam 

melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam menyusun berbagai  kebijakan,  

program dan kegiatan yang berhubungan dengan urusan penunjang di Kabupaten 

Sorong. 

Maka penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong merupakan 

masukan kepada Bappeda Kabupaten Sorong dalam penyusunan RKPD, KUA – PPAS. 

Perubahan terhadap isinya hanya akan dilakukan bila terjadi keadaan yang benar-benar 

diluar dugaan, seperti bencana alam, fluktuasi harga pasar dan adanya kebijakan nasional 

dan provinsi yang perlu diakomodir oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong. 

Jika dalam penyusunan Renstra ini masih terdapat berbagai kekurangan, kami 

akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia,  

karena  disadari  kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Masa kuasa, namun demikian 

segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi  untuk  lebih  

baik  lagi di esok hari. 

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong Tahun 

2023 – 2026 yang akan menjadi acuan atau pedoman Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong 

dalam melaksanakan seluruh kegiatan. 

 
 


